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ABSTRACT
ANDI NURAZIZAH AL'ZAMZAMI. H1118065. THE POLICE ROLE IN THE LAW ENFORCEMENT OF THE CRIMINAL ACT OF PERSECUTION IN THE GORONTALO CITY SUBREGIONAL POLICE 
This study aims to: (1) determine the role of the Police in Law Enforcement of the Criminal Acts of Persecution in the Gorontalo City Subregional Police, and (2) find out the factors that influence and hinder the role of the Police in Law Enforcement of the Criminal Acts of Persecution in the Gorontalo City Subregional Police. This study is empirical research to examine the values contained in society. The results of this study indicate that: (1) Several efforts have been made by the Police in Law Enforcement of the Criminal Acts of Persecution, namely preventive efforts are carried out utilizing supervision and socialization as well as patrolling during the day and night. The repressive efforts are the efforts of the police in processing the law of criminal acts of persecution starting from the investigation stage, investigation, and delegating cases to public prosecutors for prosecution and sanction based on the actions decided by the judge. (2) Factors influencing the effectiveness of Law Enforcement for the Criminal Acts of Persecution are the legal structure, namely the lack of investigators and assistant investigators. The external factor is legal culture. Based on the results of these studies: (1) It takes cooperation from all parties, especially from the community to assist the police in carrying out their roles. (2) The police should be equipped with adequate investigation personnel so that the police will efficiently and effectively prevent the occurrence of criminal acts of persecution. 
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ABSTRAK
ANDI NURAZIZAH AL’ZAMZAMI. H1118065. PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH POLRES GORONTALO KOTA 
Skripsi ini bertujuan untuk : (1) Untuk mengetahui Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Polres Gorontalo Kota. (2) Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi dan menghambat Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Polres Gorontalo Kota. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Empiris, jenis Empiris adalah mengkaji nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat. Hasil Skripsi ini menunjukkan bahwa : (1) Beberapa upaya yang dilakukan Pihak Kepolisian dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan, yaitu : Upaya preventif dilakukan dengan cara pengawasan dan sosialisasi serta melakukan patroli pada siang hari maupun malam hari. Sedangkan upaya represif adalah upaya pihak kepolisian dalam memproses hukum tindak pidana penganiayaan mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, pelimpahan perkara kepada jaksa penuntut umum untuk dituntut ke pengadilan dan diberikan sanksi sesuai dengan perbuatannya oleh hakim. (2) Faktor yang Mepengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan ini adalah faktor struktur hukum yaitu minimnya personil penyidik maupun penyidik pembantu, faktor eksternal atau kultur hukum. Berdasarkan hasil penelitian tersebut : (1) Dibutuhkan kerjasama dari semua pihak baik itu dari masyarakat, untuk membantu pihak kepolisian dalam menjalankan perannya. (2) Sebaiknya pihak kepolisian dilengkapi dengan personil penyidik yang memadai. Dengan demikian pihak kepolisian akan dengan efisien dan efektif mencegah terjadinya tindak pidana penganiayaan. 
Kata kunci: peran kepolisian, penegakan hukum, tindak pidana, penganiayaan







I. 
II. PENDAHULUAN
Negara Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini benar adanya bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berlandaskan atas hukum (machtstaat) dan sistem pemerintahannya berdasarkan pada sistem konstitusi atau Hukum dasar, bukan kekuasaan yang tidak terbatas (absolusme).
Permasalahan mengenai aturan-aturan hukum telah menjadi beban yang harus ditanggung Indonesia sejak telah dikumandangkannya kemerdekaan Republik Indonesia, terlebih mengenai hukum pidananya. Perkembangan ilmu dan teknologi sejalan dengan perkembangan umat manusia, seperti itu pula tindak pidana kejahatan dan pelanggaran semakin bertambah dan berkembang dan semakin kompleks tanpa memperdulikan situasi maupun kondisi suatu wilayah, Tindakan kejahatan yang terjadi tidak dapat dibendung secara keseluruhan. 
Berbagai kejahatan terhadap tubuh dan kejahatan terhadap nyawa atau bisa disebut dengan persekusi dan pembunuhan. Kejahatan ini merupakan fakta yang perlu ditanggapi secara serius dalam kehidupan publik. Hal ini bukan hanya karena jenis kejahatan yang terus berkembang dari waktu kewaktu, tetapi juga karena kepedulian dan keamanan serta ketertiban yang mendalam dalam kehidupan warga negara.
Hukum Pidana Indonesia menjadi salah satu pedoman yang sangat penting dalam mewujudkan suatu kedilan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah dasar yang kuat dalam rangka menentukan Tindakan atau perbuatan yang terlarang dan memiliki sanksi yang tegas bagi siapapun yang melanggarnya. Sebagian besar tindak pidana kejahatan yang telah termuat dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 
Salah satu diantaranya adalah tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan yang sering kali diterapkan dalam kasus penganiayaan yaitu pasal 351 KUHP.
Penjatuhan pidana terhadap pelaku seharusnya lebih diperhatikan lagi oleh aparat penegak hukum agar pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami luka berat yang bahkan menyebabkan korban meninggal dunia dapat di pidana sesuai dengan sanksi pidana yang diancamkan, sebab sangat merugikan pihak korban, menimbulkan beban yang berat dan berakibat fatal dalam kehidupan korban beserta keluarganya, dan juga meresahkan masyarakat banyak.
Kasus tindak pidana penganiayaan ini seringkali terjadi di wilayah Kota Gorontalo yang terdiri dari 9 (Sembilan) Kecamatan. Berdasarkan data empirik dari Polres Gorontalo Kota, dimana jumlah kasus tindak pidana penganiayaan terus saja terjadi setiap tahunnya terhitung dari Tahun 2019 S.d Tahun 2021 ini, yaitu pada tahun 2019 terjadi 244 Kasus terlapor dan pada tahun 2020 terjadi 223 Kasus terlapor, sedangkan pada Tahun 2021 terjadi 174 Kasus tindak pidana penganiayaan yang terlapor,dengan beragam klasifikasi dan diselesaikan dengan cara yang beragam, ada yang diselesaikan dengan cara mediasi atau kekeluargaan dan ada pula yang diproses dengan berbagai macam tahapan, hingga tahapan peradialan. Bahkan ada yang hanya sampai pada tahap pelaporan, dan tidak bisa atau takut hadir untuk ditindak lanjuti karena kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum dikalangan masyarakat setempat.
Pada situasi ini, peran Polri khususnya kepolisian di Polres Gorontalo Kota diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dan pengayoman untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Meskipun dalam hal penanggulangan kriminalitas ini pada intinya terletak pada kesadaran masyarakat itu sendiri, akan tetapi koordinasi, pimpinan dan penyelesaian tetap menjadi tanggungjawab aparat kepolisian.
III. TINJAUAN PUSTAKA
3.1 Tinjauan Umum Tentang Kepolisian
3.1.1 Devinisi Kepolisian
Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian.
3.1.2 Fungsi Kepolisian
Dalam Undang-undang Kepolisian Negara Republik pada Pasal 2 Nomor 2 Tahun 2002 menerangkan fungsi kepolisian sebagai fungsi pemerintah negara dalam bidang pemeliharaan ketertiban dan keamanan di masyarakat, menegakkkan hukum, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Kemudian sebagai lembaga kepolisian, ialah organ dari pemerintah yang merupakan penetapan dari suatu lembaga yang memperoleh wewenang untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan aturan dari Undang-undang yang terkait.
3.1.3 Tugas dan Wewenang Kepolisian
Pada Pasal 13 Undang-undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 menjelaskan tentang peran dan tugas dari kepolisian, yaitu :
1. Melakukan pemeliharaan terhadap tertib dan amannya suatu wilayah dan masyrakatnya;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat.
Kewenangan polisi dalam rangka menyelenggarakan tugasnya secara umum juga tercantum pada Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002. Berikut wewenang polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3.2 Tinjauan Umum Penegakan Hukum
3.2.1 Definisi Penegakan Hukum
Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya  masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.
Soerjono Soekanto, berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamamian pergaulan hidup.
Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya.
3.2.2 Unsur-unsur Penegakan Hukum
Upaya penegakan hukum adalah salsah satu cara yang digunakan untuk mencapai suatu ketertiban, keamanan juga ketentraman ditengah-tengah masyarakat, baik itu dalam bentuk mencegah memberantas ataupun menindak setiap tindakan kejahatan dan perbuatan hukum. Penegakan hukum secara preventif atau pencegahan dilakukan sebelum adanya tindak pidana dan respresif atau penindakan dilakukan apabila telah ada tindak pidana yang terjadi di masyarakat.
3.2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum
Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada factor-faktor  yang memungkinkan mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut memiliki arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut, yaitu :
1) Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini undang-undang yang berlaku
2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup
3.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana
3.3.1 Pengertian Tindak Pidana
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Tindak pidana dikenal dengan istilah “Stratbaar Feit”. Dalam Bahasa Indonesia Istilah Stratbaar Feit dapat diterjemahkan dalam berbagai istilah yaitu berupa tindak pidana, peristiwa pidana, delik, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum. Istilah tindak pidana menunjukan pengertian gerak-gerik tinggkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal ini tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.
Tindak pidana (strafbaar feit)  ini merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman pidana penjara dan/atau denda. Akan tetapi sebelum itu, mengenai dilarang atau diancamnya suatu perbuatan itu tergantung dengan perbuatan pidananya sendiri. Sebagaiman yang tercantum dalam asas legalitas (Principle of Legality).
Asas legalitas  ini merupakan asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak diatur terlebih dahulu dalam peraturan Perundang-undangan. Asas ini dikenal dengan adagium yaitu (Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali) yang artinya tidak ada tindak pidana/delik, tidak ada hukuman tanpa peraturan yang mendahuluinya adagium Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali, berasal dari Von Feurbach, seorang sarjana hukum pidana Jerman (1775-1833).
3.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana
Kejahatan dapat diartikan sebagai kejahatan jika memasukkan unsur-unsur yang ditambahkan dan didukung sebagai syarat dari kegiatan pidana.  Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), setiap  tindak pidana pada umumnya dijabarkan kedalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif.
3.3.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana
Secara umum tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu :
1) Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran.
a. Kejahatan
Secara doctrinal kejahatan adalah rechtdelicht, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Misalnya : pembunuhan, pencurian, dan sebagainya.
b. Pelanggaran
Jenis tindak pidana ini disebut wetsdelicht, yaitu perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Misalnya : pelanggaran lalu lintas dan sebagainya.
2) Menurut cara merumuskannya, tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materil.
3) Berdasarkan bentuk kesalahanya, tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana kealpaan (delik dolus dan delik culpa).
4) Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/ delik comissinis, delik omissionis, dan delik comissionis per omissionis comissa.
3.3.4 Tindak Pidana Kekerasan dan Tindak Pidana Penganiayaan
1) Pengertian Tindak Pidana Kekerasan
Dari segi linguistic, kekerasan berasal dari kata “keras”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kekerasan berarti “Suatu perbuatan yang sifatnya kasar yang dapat menyebabkan cedera fisik pada satu orang atau orang lain, bahkan bisa saja berakibat cedera kematian orang lain atau harta benda, serta paksaan untuk menjadi bias”.
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mendefinisikan secara jelas tentang apa arti kekerasan, tetapi Pasal 89 KUHP menyatakan bahwa “Kekerasan berarti penggunaan sejumlah kecil kekerasan fisik atau kekuatan, misalnya tangan kosong atau dengan segala jenis senjata, menembak, memukul, dll. Sedangkan menurut Pasal ini, pemerkosaan adalah : ketidak sadaran atau lemah.
2) Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kekerasan diartikan sebagai tindak pidana terhadap tubuh. Namun, Undang-undang tidak secara eksplisit mendefinisikan apa arti “penganiayaan”. Menurut gugatan tersebut, penganiayaan “suatu perbuatan dengan sengaja menimbulkan perasaan buruk (sakit), sakit atau cedera”. Selanjutnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan penganiayaan adalah pendekatan yang tidak masuk akal atau dalam artian perlakuan sewenang-wenang (Penyiksaan, Penindasan, dan sebagainya).
Mr. M. H. Tirtaamidjaja mendefinisikan “penganiayaan” sebagai perbuatan menganiaya yang sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan.
III METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian
Berdasarkan tujuan skripsi ini yang hendak dicapai, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum emperis. Dimana penulis mendapatkan data-data tersebut dengan pengamatan langsung ke lapangan.
Metode penelitian hukum emperis adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dalam artian melihat segala fenomena yang terjadi dilapangan, apakah sesuai dengan aturan atau justru bertentangan dan meneliti bagaimana penerapan hukum dilingkungan masyarakat.
3.2 Obyek Penelitian
[bookmark: _Toc61644422]Dalam skripsi yang diajukan oleh penulis, maka objek penelitiannya adalah Peran kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana penganiayaan.
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian
Penentuan lokasi menjadi penting dalam penelitian emperis untuk memaksimalkan hasil penelitian sehingga lokasi penelitian mesti sejalan dengan topik dan permasalahan, bilamana topik dan permasalahannya sifatnya umum, maka penetuan lokasi penelitian perlu mempertimbangkan ketersediaan data di lokasi yang bersangkutan.
Lokasi penelitian ini berlokasi pada Polres Gorontalo Kota. Penentuan lokasi penelitian ini berdasarkan objek penelitian yang akan dikaji oleh calon peneliti.
3.4 [bookmark: _Toc61644424]Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri buku-buku atau literatur hukum, yurisprudensi, majalah, artikel, jurnal ilmiah, dan lain-lain yang berkaitan dengan topik permasalahan yang kemudian dikumpulkan pendapat-pendapat hukum atau doktrin ilmu hukum tersebut.
3.4.2 Studi Lapangan
[bookmark: _Toc61644426]Studi lapangan dilakukan dengan cara melakukan kajian langsung ke lapangan untuk melihat fakta-fakta emperis yang berkenaan dengan permasalahan hukum sehingga ditemukan data emperis yang mendukung objek peneltian yang diteliti.
3.5 [bookmark: _Toc61644427]Populasi dan Sampel
3.5.1 Populasi
[bookmark: _Toc61644428]Bambang Sunggono memberikan definisinya bahwa populasi merupakan himpunan atau keseluruhan objek dengan ciri-ciri yang sama, dan dapat berupa himpunan orang, benda, fakta peristiwa, perkara-perkara hukum dengan sifat dan ciri yang sama. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa populasi dalam penelitian ini adalah Penyidik khusus Tindak Pidana Penganiayaan pada Polres Gorontalo Kota berjumlah 3 orang penyidik dan 20 orang penyidik pembantu.
3.5.2 [bookmark: _Toc61644430]Sampel
Sampel adalah seluruh bagian dari populasi yang akan mendukung populasi dan guna untuk mendapatkan informasi terkait penelitian ini yakni terdapat 3 (tiga) orang sampel, yaitu :
1) 1 orang Penyidik Polres Gorontalo Kota.
2) 1 orang Bamin Reskrim Polres Gorontalo Kota.
3) 1 orang Kasat Reskrim Polres Gorontalo Kota.
3.6 [bookmark: _Toc61644431]Teknik Pengumpulan Data
3.6.1 Teknik Observasi
Teknik observasi adalah pengamatan secara langsung pada lapangan sangat diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan penelitian sehingga teknik observasi menjadi penting dalam mewujudkan suatu penelitian yang akurat dan akuntabel.
3.6.2 Teknik Wawancara
[bookmark: _Toc61644433]Teknik wawancara atau interview adalah teknik yang dilakukan dalam hal pengumpulan data dan informasi yang berkenaan dengan penelitian dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait atau pihak yang mempunyai kompetensi pada pencarian data dan informasi yang dibutuhkan. Dalam hal ini calon peneliti membedakan tiga sumber wawancara yaitu informan, narasumber, dan responden.
3.7 Tehnik Analisis Data
Karena penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dan normatif maka teknik analisis data yang dipakai dalam penyelasiaan penelitian ini yaitu mengkombinasikan antara teori-teori hukum, atauran perundang-undangan dengan fakta-fakta di lapangan yang dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriftif analisis.
IV HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Kantor Polres Gorontalo Kota merupakan instansi yang berperan aktif dalam administrasi pemerintahan, pembangunan dan pemasyarakatan yang khususnya dalam melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat. Kantor Polres Gorontalo Kota terdiri atas beberapa bagian dan satuan fungsi yaitu : Bag Ops, Bag Ren, Bag Sumda, Sat Reskrim, Sat Intelkam, Sat Sabhara, Sat Lantas, Sat Binmas, Sat Tahti, dan juga bagian lain seperti Sium, Sikeu, Sipropam, Sitipol serta 7 Polsek sebagai ujung Tombak Pelaksana tugas sehari-hari. 
Polres Gorontalo Kota beralamat di jalan P. Kalengkongan No. 31 Kota Gorontalo. Awalnya di Kota Gorontalo tahun 1960 kepolisian di kedua daerah gorontalo yaitu Kotamadya Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo, hanya satu kantor di kota gorontalo tepatnya di kelurahan tenda yang sekarang di gunakan sebagai kantor Sat Lantas (Pengurusan SIM). Kemudian pada tahun 1978 kantor polisi gorontalo berpisah menjadi dua bagian yaitu Kantor Polisi Kabupaten Gorontalo dengan istilah Komres 1906 gorontalo dan kantor Polisi Kota Gorontalo dengan istilah Komres 1905. 
Komres 1905 Gorontalo dipimpin oleh seorang Danres (Komandan Resort) An. Letkol Pol. Sam Parrangan dari Tahun 1978 hingga 1981. 
Pada tahun 1982 nama Komres 1905 Gorontalo diganti dengan nama Koresta 1505 Gorontalo (Komandan Resort Kota 1505 Gorontalo) yang dipimpin oleh Lektol Pol. Bintaro Masduchy dari tahun 1981 S/d 1984. Pada tahun 1984 istilah Koresta 1505 Gorontalo diganti dengan nama Polresta Gorontalo (Kepolisian Resort Kota Gorontalo) dipimpin oleh Lektol Pol. Ali Hanafiah yang bertugas selama 6 (enam) bulan.
Pada akhirnya nama Polresta Gorontalo diganti dengan nama Polres Gorontalo dan berdasarkan Keputusan Kapolda Gorontalo Nomor  : Kep/203 /VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 Polres Gorontalo menjadi Polres Gorontalo Kota.
4.2 Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Polres Gorontalo Kota. 
Peran kepolisian dalam penanganan kasus tindak pidana penganiayaan tidak lepas dari kewenangan kepolisian dalam penyelidikan dan penyidikan. Kewenangan dalam penyelidikan dan penyidikan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 5 dan Pasal 14 ayat (1) huruf g. 
Kepolisian memiliki peranan penting dalam penegakan hukum tindak pidana penganiayaan, dalam hal ini Kepolisian Polres Gorontalo Kota memiliki cara strategis tersendiri dalam mengimbau dan mengedukasi masyarakat Kota Gorontalo agar dapat terhindar dari tindak pidana kekerasan dan penganiayaan, salah satunya dengan melakukan sosialisasi, pengawasan, himbauan dan upaya-upaya strategis lainnya. 
Penanganan kejahatan oleh kepolisian dapat melalui tiga strategi sebagai upaya penanganan, sebagai berikut, yaitu Pre-emtif, Preventif, dan Represif.  Dalam hukum acara pidana terdapat istilah yang disebut dengan kepolisian preventif (preventive police) dan Kepolisian repressif (repressive police). 
4.2.1 Upaya Pre-emtif
Pre-emtif merupakan upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah tindak kejahatan terjadi. Upaya penanggulangan kejahatan atau tindak pidana secara pre-emtif ini dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik dalam diri seseorang. Faktor niat melakukan pelanggaran/kejahatan menjadi hilang ketika dilakukan upaya pre-emtif ini, meskipun terdapat kesempatan untuk melakukan kejahatan. Cara pencegahan ini berasal dari Niat dan Kesempatan terjadinya Kejahatan.
4.2.2 Upaya Preventif
Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk terjadinya tindak pidana penganiayaan. 
Kepolisian preventif adalah tugas polisi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Berhubung dalam istilah kepolisian preventif dalam Bahasa inggris disebut dengan kata Preventive, Sedangkan dalam istilah pencegahan kejahatan itu biasanya disebut dengan kata Prevention.
4.2.3 Upaya Represif
Represif merupakan upaya yang dilakukan kepolisian pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif ini juga merupakan bagian dari pengendalian sosial yang dilakukan polisi setelah terjadinya suatu pelanggaran atau sesudah kasus kejahatan itu terjadi. Pada umumnya upaya atau tindakan represif ini berupa Penyidikan dan Penyelidikan.
Bidang represif terdapat 2 (dua) jenis Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Represif justisiil dan Non justisiil. UU No. 2 tahun 2002 memberi peran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan represif non Justisiil terkait dengan Pasal 18 ayat (1) , yaitu wewenang ” diskresi kepolisian” yang umumnya menyangkut kasus ringan.
4.3 Faktor yang Mepengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan.
Berikut beberapa hambatan yang bermuara pada model-model pendekatan yang dipergunakan dan harus didukung dengan profesionalisme, mental, pendidikan bagi setiap anggota Polri. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk mengetahui beberapa hambatan-hambatan terhadap peran dan fungsi yang dilakukan oleh kepolisian pada umumnya, dengan mempergunakan faktor-faktor umum yang mempengaruhi proses penegakan hukum ialah sebagai berikut :
A. Faktor Internal
a. Subtansi Hukum
b. Struktur Hukum
B. Faktor Masyarakat.
V PENUTUP
5.1 Kesimpulan 
1. Beberapa upaya yang dilakukan Pihak Kepolisian dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan, yaitu : Upaya preventif dilakukan dengan cara pengawasan dan sosialisasi serta melakukan patroli pada siang hari maupun malam hari.  Sedangkan upaya represif adalah upaya pihak kepolisian dalam memproses hukum tindak pidana penganiayaan mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, pelimpahan perkara kepada jaksa penuntut umum untuk dituntut ke pengadilan dan diberikan sanksi sesuai dengan perbuatannya oleh hakim.
2. Faktor yang Mepengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan ini adalah faktor struktur hukum yaitu minimnya personil penyidik maupun penyidik pembantu, faktor eksternal atau kultur hukum.
5.2 Saran
Berikut beberapa saran dari peneliti sebagai masukan atas segala jenis permasalahan penanggulanagn tindak pidana penganiayaan, yaitu :
1. Dibutuhkan kerjasama dari semua pihak baik itu dari masyarakat, untuk membantu pihak kepolisian dalam menjalankan perannya, yang dalam hal ini penegaakan hukum tindak pidana penganiayaan.
2. Sebaiknya pihak kepolisian dilengkapi dengan personil penyidik yang memadai. Dengan demikian pihak kepolisian akan dengan efisien dan efektif mencegah terjadinya tindak pidana penganiayaan.
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